BAB Il

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam
usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan
konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relative baru
khususnya di indonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di bicarakan
bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.**

Bedasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1
disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hokum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen”.

Istilah atau pengertian hukum konsumen dengan hukum perlindungan
konsumen merupakan istilah yang sering disamaartikan. Ada yang mengatakan
hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan konsumen. Namun ada
pula yang membedakannya, dengan mengatakan bahwa baik mengenai sub-
stansi maupun mengenai penekanan luas lingkupnya adalah berbeda satu sama
lain®®.

Menurut Pasall butir 2 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap

¥Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,( PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
2010), h.9.

N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen,(Jakarta: Panta Rei,
2005), h. 30.
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orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain
dan tidakuntuk diperdagangkan. Kepuasan dan ketidakpuasan serta
ketidaknyamanan pelanggan /konsumen adalah merupakan respon pelanggan
terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasaka nantara harapan sebelumnya
dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.

Sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih merupakan
cita-cita dan perjuangan gerakan konsumen, Kita perlu terus memasyarakatkan
permasalahan perlindungan konsumen kepada masyarakat luas, khususnya
pada kaum terpelajar, mahasiswa, serjana dan para cendekiawan serta aktifis
pada umumnya.*®

Dan adapun tujuan peyelenggarakan, pengembangan dan perlindungan
konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan
secara tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam melakukan
menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh tanggung
jawab.’

Perbedaan kedua pengertian di atas lebih jauh seperti diketahui, bahwa
pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum
konsumen, sedang bagian-bagian tertentunya yang mengandung sifat-sifat

membatasi dan/atau mengatur syaratsyarat tertentu perilaku kegiatan usaha

®Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada
perlindungan konsumen Indonesia (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1995), h. 65

YErman Rajagukguk dkk, hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju,
2000), h. 7
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dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan
konsumen.
. Perkembangan Konsumen di Indonesia

Titik awal sejarah perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat
ditentukan dengan jelas. Demikian juga tentang pentahapan sejarah, sejauh
yang penulis amati, perkembangan gerakan konsumen dari sejak awalnya
hingga saat ini belum ada pihak yang melakukannya. Dalam rangka mengkaji
perkembangan mengenai perlindungan konsumen di negara Kita, penulis
mencoba membantu merangkaikan kurun perkembangan tersebut berikut ini.
Tentu tidak semata-mata dari wsudut reaktivitas masyarakat konsumen, seperti
yang tejadi di negara Amerika atau Eropa.

Berikut ini rangkai waktu perlindungan konsumen di negara kita, lebih
banyak didekati dari aspek perkembangan produk hukum yang ada, termasuk
pada zaman Hindia Belanda. Tentunya fase-fase perkembangan demikian,
tidak disangkal akan adanya pengaruh perkembangan kehidupan konsumen di
luar negeri.

Pada masa zaman Hindia Belanda, upaya perlindungan konsumen telah
tampak melalui rumusan pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-
undangan yang ada. Meskipun misalnya rumusan-rumusan yang ada tersebut
tidak secara eksplisit menyebut istilah konsumen, produsen atau pelaku usaha,
namun secara hakiki objek pengaturannya adalah berkaitan pula terhadap
konsumen atau pihak pelaku usaha. Pengaturan tentang perlindungan

konsumen pada zaman ini dapat kita lihat antara lain pada: 1. Burgerlijk
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Wetboek, yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2. Wetboek van
Strafsrecht, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 3. Wetboek van
Koophandel, yakni Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)*.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), keduanya berlaku
di Hindia Belanda tanggal 1Mei 1848 berdasarkan Staatsblad No 23 Tahun
1847. Kedua kitab undang-undang ini dulunya hanya berlaku bagi golongan
Eropa dan yang dipersamakan. Namun saat ini berlaku di Indonesia dengan
segala penyesuaiannya bagi semua golongan penduduk. Daya ikat KUHPerdata
menjadi berkurang tatkala dengan keluarnya SEMA No 3 Tahun 1963*°.

Beberapa hal yang diatur tentang persoalan konsumen adalah tentang
hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perjanjian atau transaksi, yang
diletakkan dalam Buku Ill Van Verbintennissen (tentang Perikatan). Dimuat di
sini tentang subjek-subjek hukum dari perikatan, syarat-syarat perikatan,
tentang risiko jenis-jenis perikatan tertentu, syarat-syarat pembatalannya dan
berbagai bentuk perikatan yang dapat diadakan.

Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, tidak dipenuhi atau
dilanggarnya butir-butir perjanjian itu setelah dipenuhinya syarat-syarat
tertentu, dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan adanya
wanprestasi, pihak yang dirugikan karena wanprestasi itu berhak menggugat

ganti rugi, biaya, dan bunga?

N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Panta Rei,
2005), h. 297.
“lbid.
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Dalam kaitannya dengan keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (KUHD) dapat kita lihat pernyataan yang mengatakan bahwa: "semua
perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai
nama tertentu, tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalarn
bab ini dan bab yang lalu"?.

Maksud perkataan "dalam bab ini dan bab yang lalu™ adalah Bab II
tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Perjanjian dan Bab 1 tentang
Perikatan-Perikatan pada Umumnya. Pengaturan yang bersifat umum tersebut
dengan demikian mengikat juga perikatan-perikatan yang dibuat dalarn dunia
perdagangan, khususnya yang diatur dalarn KUHD.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 KUHD: "Kitab UndangUndang
Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang ini, sekadar di dalam Kitab Undang-Undang ini tidak diatur secara
khusus menyimpang"”. Di sini tentulah berlaku asas lex specialis derogat lex
generalis®.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafsrecht) yang
berlaku secara unifikasi di Indonesia tahun 1918, dalam pasal-pasalnya
mengatur tentang kepentingan konsumen, sekalipun dalam rumusan pasal-pasal
itu tidak ada menyebut kata konsumen atau pelanggan?.

Gerakan kepedulian tentang nasib konsumen di Indonesia dalam kurun

ini memang belum tampak jelas. Akan tetapi jika dilihat baik dari sudut

“Pasal 1319 KUH Perdata

?!Shidartha, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, (Jakarta: 2000), h. 29.

*?pasal-pasal dimaksud ialah pasal 204, pasal 205, pasal 359, Pasal 360, pasal 382, pasal
383, Pasal 390.
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perkembangan legislasi maupun kepedulian pengadilan, terlihat tanda-tanda

perkembangan tentang adanya kesadaran perlindungan konsumen sebagaimana

kenyataan yang terjadi sebenarnya.
Dari sudut Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat beberapa
produk perundangan yang sudah dibuat seperti tersebut di bawah ini.

a. Undang-undang No 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti. Undang-undang No 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi
Undang-Undang. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menguasai dan
mengatur barang-barang apapun yang diperdagangkan di Indonesia. Dalam
Pasal 2 Ayat 4 UU ini ditentukan tentang pemberian nama dan atau tanda-
tanda menunjuk pada label dari barang bersangkutan. Dengan nama atau
tanda-tanda tersebut dapat dilihat asal, sifat, susunan bahan, bentuk dan
banyaknya serta kegunaannya. Pelanggaran ketentuan ini berarti dapat
disebut sebagai tindak pidana ekonomi.

b. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri. PP ini
merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No 10 Tahun 1961, yang pada
intinya mengatur tentang cara mendesain dan mengolah bahanbahan untuk
industri, menetapkan jenis, bentuk, ukuran, mutu atau pengamanan barang-
barang industri, serta mengatur tentang mencoba, menganalisis, memeriksa
dan menguji hasil-hasil industri.

¢. Undang-Undang No 1 Tahun 1964 tentang Penetapan peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No 6 tahun 1962 tentang PokokPokok

Perumahan. UU ini sudah dibarui setelah diundangkannya UU No 16 Tahun
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1985 tentang Rumah Susun, beserta PP No 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun sebagai peraturan organiknya. d. Undang-Undang No 2 Tahun 1966
tentang Hygiene.

Dalam kurun periode ini terdapat perkembangan yurisprudensi yang
bervariasi tentang kepentingan konsumen. Sebagai contoh dapat dikemukakan
melalui kasus-kasus berikut ini.

a. Kasus Perikatan atas transaksi jual beli barang dalam Putusan Mahkamah
Agung Tanggal 27 Agustus 1958 NNO 314 K/Sip/i957 antara Go To Liong
(pembeli) menggugat Oei Tjoe (penjual). Dalam putusan kasasi ini,
Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa pada setiap keadaan tertentu
pembeli dianggap menyetujui penimbangan barang di luar hadirnya pembeli
sendiri. Sehingga, risiko hilangnya barang di jalan karena perampokan
penjahat merupakan risiko si pembeli.

b. Kemudian kasus perjanjian sewa beli (huurkoop overeenkomst) antara NV
Handel Maatshcappij 1'Auto sebagai penggugat vs GG Jordan sebagai
tergugat. Jika Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tidak dapat
menerima gugatan tersebut dengan pertimbangan, perjanjian sewa beli
adalah perjanjian jual beli dengan pembayaran secara angsuran, maka
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selama pembayaran angsuran belum
lunas, pemilikan masih tetap berada pada penjual. Oleh karenanya alasan
keadaan memaksa (overmacht) yang didalilkan tergugat tidak dapat diterima
karena saat pengambilan kendaraan itu oleh Jepang adalah di luar saat

cicilan harus dilunasi. Di sini peradilan banding menerima gugatan
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penggugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan
Tinggi telah memberikan penilaian bahwa telah terbukti menurut perjanjian
sewa beli, risiko hilangnya barang karena overmacht menjadi tanggung-
jawab penyewa beli. Penilaian suatu perjanjian mengenai suatu kenyataan
(feitelijkheid), keberatan pemohon Kkasasi semacam ini tidak dapat
dipertimbangkan oleh hakim yang hanya memberikan pertimbangan
keberatan-keberatan mengenai hukum dan dalam perkara ini tidak ada
hukum yang dilanggar.

Periode ini ditandai dengan hadirnya investasi yang amat pesat di
Indonesia, baik dilakukan secara joint venture maupun melalui investasi dalam
negeri. Pada periode inilah pemerintahan Orde Baru lebih menitikberatkan
ekonomi sebagai sektor utama dalam merintis pembangunan. Industrialisasi
sebagai jantung pemacu percepatan pembangunan dirintis agar mampu sebagai
"dewa" penyulap kemakmuran bangsa. Sayangnya arus industrialisasi
demikian tidak banyak kebijakan tentang pengelolaan dampak-dampaknya
kepada masyarakat luas. Maka terjadilah berbagai dampak yang berupa
pencemaran lingkungan, kerusakan hutan dan aset alam lainnya.

Selanjutnya di bidang konsumen semakin dikhawatirkan akan adanya
berbagai ekses yang merugikan masarakat berupa Man gencar yang kurang
sehat, produk-produk yang merugikan masyarakat, bukan saja di bidang
ekonomi tetapi menyangkut penyakit bahkan kematian oleh karena pengelolaan

industri yang kurang menghiraukan standar-standar kesehatan.
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Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya
pemberdayaan konsumen melalui pembentukkan undang-undang yang dapat
melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan komprehensif serta
dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat.?®

Pada kurun inilah masyarakat konsumen Kkita semakin sadar akan
kepentingan dan hak-haknya untuk mendapatkan produk yang aman dan bebas
dari kecurangan-kecurangan para produsen. Organisasi konsumen berdiri
dengan nama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) didirikan sesuai
dengan akta pendiriannya di hadapan Notaris GHS Lumban Tobing tanggal 11
Mei 1973.

YLKI boleh dikatakan mempunyai pengaruh yang cukup berarti dan
suaranya kemudian banyak dipertimbangkan pengambil keputusan di kala
menyangkut hal-hal yang merugikan konsumen baik yang menyangkut
kesehatan maupun nasib ekonomi rakyat seperti kenaikan harga, tarif listrik,
BBM, tol, telepon dan sebagainya.

Organisasi ini banyak memiliki cabang di seluruh Indonesia. YLKI
aktif sekali dalam seminar/diskusi baik secara nasional maupun internasional
dan sangat gigih memperjuangkan perlunya RUU tentang konsumen dan
hasilnya ialah diundangkannya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Masa ini boleh dikatakan sebagai kurun waktu yang paling progresif

bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Bukan saja karena kurun

%C.S.T Kansil, Hukum Perusahaan indonesia, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001) h.
229
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sekarang, pembangunan Indonesia telah mencapai perkembangan yang terpesat
dari kurunkurun sebelumnya dimana sempat dicanangkan bahwa di antara
rentang kurun ini sempat dicanangkan era tinggal landas pada akhir dekade
90an pada masa rezim Soeharto®.

Tetapi dapat dicatat pula bahwa pada kurun waktu inilah mulai nampak
dampak-dampak dari kebijakan pembangunan periode sebelumnya tatkala
negara kita mencanangkan ekonomi industri kapitalis. Suara-suara pencemaran
lingkungan terdengar dimana-mana di penjuru pelosok, kerusakan-kerusakan
sumber-sumber alam terjadi di berbagai tempat dan di bidang perlindungan
konsumen semakin dirasakan bagaimana para produsen tidak jarang
menjadikan para konsumen sebagai objek keserakahan ekonominya.

Ada tiga hal yang menandai kurun waktu ini, yakni®®:

1. Bermunculan organisasi/lembaga swadaya masyarakat

Kurun ini tumbuh berbagai organisasi swadaya (LSM) di bidang
konsumen di seluruh Indonesia sebagai reaksi atas munculnya berbagai
problema sosial di bidang konsumen.

Mereka tampil pula dengan berbagai bidang khusus perlindungan
seperti dalam bidang konsumen perumahan, konsumen telepon, konsumen
transportasi, konsumen listrik, konsumen migas, konsumen obat-obatan.
Organisasi-organisasi semacam ini, selain yang sudah lama berdiri YLKI di

Jakarta, tampil umumnya di berbagai ibukota provinsi seperti Bandung,

N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan....Op.Cit, h. 303.
2|pid.
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Surabaya, Medan, Semarang, Palembang, Ujungpandang dengan variasi
aktivitas.

Seperti penelitian atau pengkajian tentang produk-produk yang
dipasarkan, aktif melakukan diskusi dan pendidikan dan penerangan kepada
masyarakat, melakukan kegiatan advokasi dan membuka konsultasi hukum
dalam hal perlindungan konsumen. Keaktifan organisasi konsumen
Indonesia dalam perjuangan konsumen, menjadikan dari Indonesia terpilih,
yakni Erna Witoelar sebagai Presiden International Organization of
Consumers Unions (IOCU)?.

. Tumbuhnya Kebijakan hukum

Kurun ini ditandai pula dengan hadirnya kebijakan hukum dan
peraturan perundang-undangan cukup banyak diproduksi pada kurun masa
ini untuk melindungi konsumen dalam berbagai sektor. Terutama ialah:

a. UU No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. UU No 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan.

b. UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

¢. UU No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU No 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan

d. UU No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. UU No 7 Tahun 1996 tentang
Pangan. UU No 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. UU No 10 Tahun

1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

%N.H.T Siahaan, Op.Cit, h. 304.
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e. UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Kurun Kelahiran UUPK
Kurun ini merupakan kurun sejarah yang amat penting, dengan
lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK)?’. Menurut Pasal 65, UU ini baru mulai berlaku satu

tahun sejak diundangkan.

C. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Adapun makna dari Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen. Menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, tujuan dari Perlindungan
ini adalah :
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi;

2’UU No 8 Tahun 1999 diundangkan pada tanggal 20 April 1999 melalui Lembaran
Negara No 42 Tahun 1999.
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e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan ini  sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama
seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah
berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 UUPK adalah :%

a. Asas Manfaat
Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan
Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperolen haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

%Ahmadi  Miru& Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004), h. 25-26.
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c. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam
arti materiil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
menyelenggarakan Perlindungan Konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen menurut Gunawan
Wijaya adalah tingkat kesadaran akan haknya memang masih sangat rendah.
Hal ini terkait dengan faktor rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena
itu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dimaksudkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan
lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan
upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan
konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah

mengharapkan kesadaran pelaku usaha.
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D. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku diindonesia memiliki
dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum
yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan
optimisme. Ada berberapa pakar yang menyebutkan bahwa hukum
Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya
barang atau jasa yang merupakan hubungan hukum perdata. Sebagaimana telah
dibahas singkat sebelumnya bahwa peraturan tentang hukum Perlindungan
Konsumen diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) telah menyepakati rancangan Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20
Tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada
tnaggal 20 April 1999 dengan diundangkannya masalah Perlindungan
Konsumen dimungkinkannya dilakukan pembuktian terbalik jika terjadi
sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang merasa
haknya dilanggar bisa mengadukan dan memperoses perkaranya secara hukum

dibadan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang ada ditanah air.

E. Hak dan Kewajiban Konsumen
a. Hak Konsumen
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur

mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah :
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a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut;

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan

lainnya.
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Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen vyang telah
dikemukakan,secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang
menjadi prinsip dasar, yaitu:*®

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian,
baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang
wajar; dan

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap
permasalahan yang dihadapi

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan
himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam
UndangUndang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial
bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/ merupakan  prinsip
Perlindungan Konsumen di Indonesia.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban-kewajiban konsumen dijelaskan yaitu untuk Membaca
dan mengikuti petunjuk pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau demi
keselamatan serta membayar barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar.
Dan kewajiban konsumen ini dipertegas dan diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Pasal 5 yang berbunyi :

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

®Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali
Pers, Jakarta, 2010, h. 39
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b) Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa Perlindungan Konsumen
secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada
transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan
karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen
mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan
pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai
sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).*

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut
adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa Perlindungan Konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap
sebagai hal baru, sebab  sebelum  diundangkannya  Undang-
UndangPerlindungan Konsumen  hampir tidak dirasakan adanya
kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara
dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh
aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.*"

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah
untuk  mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya
penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut. Hak ini akan

menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti penyelesaian

*Ibid, h.39
*1bid, h.39
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sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup
untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama

dari pihak pelaku usaha.*

F. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha
baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi, pengertian pelaku usaha tersebut
sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang termasuk
dalam lingkup pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, korporasi ,BUMN,
koperasi, importir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya.

Pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki
kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan dan menjalankan kegiatan
usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam
melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal tersebut tentu saja
disebabkan oleh karena kemuingkinan akan terjadinya kerugian bagi konsumen
yang dimulai sejak barang dirancang atau kemungkinan untuk dapat merugikan

produsen adalah mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.*

%2|pid, him 47
*Eli Wuria, Loc.Cit., h.58



